WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR °Z>¢ TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 243 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA BARANG,
KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA

BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA, PEMBANTU PENGURUS BARANG

PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang;:

Mengingat:

a.

1.

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa dengan adanya perubahan pengurus barang
pengguna maka perlu dilakukan Perubahan Atas
Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 243 Tahun 2024
Tentang Penetapan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna
Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang,
Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang
Pengguna, Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 273 Tahun 2024 Tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang
Penetapan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang,
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang
Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Pengurus
Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 243 Tahun 2024 Tentang Penetapan
Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang
Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna Dan,
Pengurus Barang Pembantu Di Lingkungan Pemerintah
Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6801),;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);
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15.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

16.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);

17.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

18.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2023 Nomor 14);

Memperhatikan: 1. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 243 Tahun 2024

Menetapkan:
KESATU

KEDUA

tentang Penetapan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna
Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang,
Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang
Pengguna, Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.

2. Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga
Kerja No. 800/Diskopumker-Set/I1V/2024 Tanggal 29 April
2024 perihal Usulan Pengurus Barang.

MEMUTUSKAN:

Mengubah Lampiran VI Keputusan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 243 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna
Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu
Pengurus Barang Pengguna, Dan Pengurus Barang
Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 273 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 243 Tahun 2024 tentang Penetapan
Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang
Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Dan
Pengurus Barang Pembantu Di Lingkungan Pemerintah
Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali
Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 2024.



KETIGA . Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1c Juil 2i2d
WALI KOTA BANJARMASIN,

—h—

IBNU SINA



VNIS NNdl

—~

‘NISVIWNHVINVE VLOM ITVM

0T0T1+0900TSTTOSLET
HVYTINNYII NYMaAI ANNOY 1LSND

SO0TE0TTOTTTLOLEGT
WS NVAINYI TITYHA NN

SVNIQ SRIVLI™NES

DNVMY NYVVLYNHd NV NOWN
NVVIINEd SYNIA VIVdEH

(dIN/¥INVN)
NINVENId DNVAVE SNNNONAd

(dIN/VINVN) VNNDDNA
DNVHVH SNANDNId NINVHIN

(dIN/VIAYN)
VNNDONId ONVIVE SNINONIJ

DONVUVH YNNDONEd
NVYHVSNV.LVNEd LYEVIdd

DNVIVH VNNODNEd VSVNH

ONWVIVE VNNDONEd

ON

+$T0T NVEVDONV NAHVL NISVWAVINYE V.LOM HY.INIRIEWEd NVONNMONIT Id
NINVEWNEd DNVAVE SNENONId N¥A ‘YNNDONTd DNVIVE SNENONId NINYEWI
‘YNNDONId DNVIVE SNANDONEd ‘ONVIVE YNNODONId NVVHVSOVLYNE
LVEvVrdd ‘ONVIVE VNNDONId VSV 'ONVIVE VNNDONEd NVdV.ILANId

DNV.LNML
JOWON

N

+T0C NNHVL =

NISYINEVINVE V.IOM ITVM NYSNLNdIM

II NVAIdINYT

NISYWAVINVE V.LOM DNV NVVLVNEd NVA WNWNA NVVRIENEd SYNIA

‘I




¥NIS NN4I

e

‘NISYWHVINVE VLIOY ITVM

£001£02T0CE0900661
/ PN’V ‘NYWHVY IN3d

SVNICQ SIIV.LIINES

= SVNIQ VIVdaXA

(dIN/¥INVN)
NINVENId DNVAVE SNANONHd

[dIN/VINVN) VNNDDNA
DNVAVE SNANONAD NINVHND

(dIN/VIVN)
VNNDDONHEd DNVIVE SNANDNAd

DNVIVH YNNDONEd
NVVHVSNVLVNAd Lyavriad

ONVAVE YNNOONAd VSVNA DONVIVE VNNDDNId

ON

+T0Z NVIVDONV NNHV.L NISYINIVINYE
VIO HVINIHMAWEd NVONNNONIT 1A NINVEWEd DNVIVE SNENDNAd ‘NYA YNNDONE

DONVAVE SMENDONEd NINVENEd ‘YNNDONId ONVIVE SMENDNEd ‘DONVAYE YNNDONHED
NVVHVSNY.LYNEd LVEVrdd ‘ONVAVE YNNDONId VSVNY ‘“ONVAVH VNNDONEd NVdV.LINE]

DNV.INIL $20T NNHY.L €+C JOWON NISYIWIVONYE V.LOM I'TVM NVSNLNdEN SVLY VOLLEN NYHVHENAEd

DNVINAL
bZOT NNHVLL . ~ JOWON

NISYWIVINVE VLOM IT¥M NYSNLNdHN

IA NVAIdNVT

NISYIWAVPNVE V.LOM VI VOVNEIL NVA OdMIW VHVSI ISVIddON SYNId

A




